
BAB ill 

PROTEKSI DALAM PERDAGANGAN DI INDONJi~SIA 

A. Pengertian Protek~i Dalam Perdagangan 

Kebijakan perdag<mgai1 di negai·aberkembaiig tidakhanyamencakup langJrnh-langkah 

atau tindakan untnk pengi;:~mbangan ekspor, akan tetapi kebijakan tersebut juga meliputi 

pengaturan impor mata dagangai1 yatig menimbulkat1 dcmtpak persrungat1 terhadap mata 

dagangan hasiJ industr1 do1uestik di pa.saran dalam negri. Telah kita ketahui bahwa dalani 

perdagat1gcm ai1tai· negarn terdapat siklus perdagangat1 dimat1a pada suatu masa terdapat 

domina<;i perdagangan bebas (liberal) dan di lain kunm wak1n te1jadijugakecendenmgan­

kece11derungcm ke arah proteksi perdagangat1. 

Secara uritwn proteksi dapat didefinisikan sebagai perlindungcm yang diberikan pada 

suatu sektor ekonomi atau iudustri di dalan1 negri terhadap persaitigan dari luar negri 

(Boediono 1983 : 156). Atau dengan definisi lain berarti perlindungan dalam perdagangan 

atau industri (Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan 1995 : 791). Kedua definisi 

ini memang sating melengkapi satu sania lainnya, sektor ekonomi tennasuk perdagai1gan 

dan industri dalam uegri akan memperoleh perlindungan dari pemerintah terhadap 

persaingan dari luar negri karena produksi dalam negri dianggap kurat1g efisien jika 

dibandingkan dengan banmg-barai~ imp or, dat1 tanpa perlindunga.11 terse but sek1or ekonomi 

dalam negri tidak bisa bersaing denga.11 bara.11g-barang buata.11 luar negri. 

Tetapi persoahmyang timbul kemudian adalah,jika produk dalam negri k'Uraug efisien 

-di sini dicemtinka.11 dengat1 harga jual yang terlalu tinggi, kualitas produk di bawah 

sta.11da.1· atau oleh aspck-aspek lainnya <lisebabkan karena memang negara tersebut tidak 

mempunyai keunggulan komparatif untuk memproduksinya, kenapanegara itu memaksakan 

- 36 
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diri untuk memproduksinya sehingga perlu memberika proteksi ? Ada beberapa alasrui 

meugapa proteksi diberikan clan tentu alasan-alasan itu ada landasrui kebenarannya 

Di ruitara alasan-alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan adalah proteksi yang 

diberikrui pada sektor (industri) di tahap awal (protection upon infant industry), 

perlindungrui ini menmng sangat diperlukan clan dapat. diterima secara wajar dalam rangka 

membcrikan kescmpatan dalmn proses belajar sambil bempaya (Ibl'ahim 1987 : 31). 

Kendatipun demikianjika al.asan yruig diberikan infant industri itu takbisa dipertanggung­

jawabkm1 maka proteksi tak dapat diberikan sebab justru hal ini akan me1tjadi beban bagi 

ma~yarakat dalam waktu-waktu selartjutnya. 
'· 

Mcmru1g protcksi bukruilah pcrsoalru1 yang dapat dija-v•,:ab hanya dru·i sudut ekonomi 
I 

ansih, bahkan Jebih dari itu ia :;:elalu tak terlepaskan dari aspek politi, budaya drui ekonomi 

intemasional. Sehingga tepatlah apa yang dikatakan Syahrir (Surabaya Pos 1 Nopember 

1994), bahwa proteksi sebetulnya adalah kata yang tak berdosa Artinya dalam sebuah 

keluarga terbiasa seorang anak dilindungi oleh ayalmya, be git ujuga dalam keluarga kakak 

cendernng melindungi adiknya Tetapi dalrun kehidupan bemegara proteksionisme sering 

diartikan sebagai perlindungan yang mengandung "dosa''. 

Misalnya, parapengamat ekonomi sering mempemmmlalahkanproteksi yang diberikrut 

oleh pemerintah terhadap industri otomotif. Dalarn deregulasi otomotifterakhir, temyata 

industri dalam negri tetap diberi perlindungan karena tarif impor barang mewah yang 

diturunkru1 hanyalah dari 300 % menjadi 275 %, suat ujumlah yang sama sekali tak bisa 

memberi arti apapun dalam meningkatkrut suasrum kompetitifbagi industri otomotiflndo­

nesi a. Impor tersebut menyebabkan tak mungkinnya otomotif impor bersaing dengan 

produksi dalam negri, karena tingkat tarif yang setinggi itu adalah tak menguntungkan bagi 

importir manapun. 

Akhimyajelaslah bagi kita bahwa proteksi dalam perdagangan pada dasamya adalah 

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



38 

bertttjuan melindungi mata dagangan dalam negri dari persaingrut barang-barang impor. 

Adapun j ika perlindungan tersebut mampu mendorong peltwnbuhan industri serta 

meningkatkan daya saing barang-bru·ang hasil industri dalam negri, a.tau bahkan di lain 

pihak menimbulkan tei:jadinya kenaikan biaya produksi industri dalam negri, maka perlu 

diadakan peninjaurut kembali terhadap sistem clan penerapan proteksi yang selruna ini 

diberikan dan juga perlu diadakan penyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangn di 

masa sekru·ang. 

B. Beberapa Macam Bentuk Proteksi 

Pada umurrmya proteksi yang diberikan oleh satu negara dapat berbentuk: 

1. Tariff barric1; yaitu tindakan pengenaan bea impor tinggi atas mata dagangan hasil 

industri yang akan diimpor, disebabkan karena sudah mampu diproduksi di dalam 

negn. 

2. Bounties payment, yaitu pemberian subsidi kepada industri dalam negri agar 

mereka dapat menunmkan lu.u·gajual barang-barang yang dihasilkan mereka. 

3. Non tarif barier, yait:u bernpa tindakan-tindakan, pernturan-peraturan seperti 

larangan impor, pembatasan impor (k'Uota), peugaturan tata niaga, pajak khusus 

drut sebaginya. 

4. Bantuau biaya research ang development (R & D), yaitu penelitiau dan 

pengembru1gan, terntruna dalam pengunaru1 bahrut balm dru1 sumber-sumber dalrun 

uegri laiuuya. 

Adapun kebijaksanaan proteksi di Indonesia yang lazim diberikan dapat 

digeneralisasikru1 dalam dua bentuk (Ibrahim, 1985 : 30). Pet1ama, kebij akan tru·it: yaitu 

bentuk kebUakan untuk mengahir ru11s barru1g impor dengan menggunakan mekanisme 

pungutan tru·ifbeamasuk. Kebij akan tru·if deugru1 bea m~uk ini mernpakan bentuk proteksi 
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yang pet1ama dimuncullrnn di lndo11esia sebelmn adanya kebijakan non tari[ Kebijakan 

tcu·if masuk terhadap banmg impor ycuig diang!Utp akan menyaingi mata dagangan hasil 

induslti dalamnegri dikenai beamasuk yangtinggi. Ini sebenarnyamempakan caraterbaik 

km·c11a sifatnya lcibuka di scunping manfaat protcksinya dapat dira<>akan pcngusaha, pcme­

ri11tahjnga mempero leh pa bean yang ditimhulkannya N anmn cara ini akhim.ya menimbu llran 

bcntuk penyelumlupan adniinist. 

Boediono (U~83 : 157) 1nenggambarkan bahwa apabila produsen dalam negri mampu 

memproduksikan barang, scmacam pipa besi dcngan biaya tinggi makajelas akan kalah 

bersaing dengan pip a he~i impor yang harganya Jabih murnh dan seringberkualitas lebih 

baik. Apabila perdagangan dibebaskan, industri tersebut tidak akan muncul atau kalau 

sudah terl m1jnr ada, <lkan terpaksa mengnrangi pro(hlk:si dan bahkm gulungtikar. Seba) iknya 

deng:m mengenakan tarif atau bea masuk ycuig cukup tinggi tcrhadap pipa bcsi impor, 

maka harga barang impor ini di pasar <la.lam negri menjadi tinggi, dan oleh karena itu 

produsen pipa besi dalam negri bisa bersaing dengan pi pa besi impor. 

Jadi tarif atau bea masuk adalah salah satu cara untuk memberi protek'si terhadap 

induslri <la.lam negri. Pcrlu dicata1 di sini, bahwa proteksi ti<laklah selalu merupakan 

tujuan utama dari pengena:UI tarif, sebab ada kemungkinan karena kebutuhan APBN tarif 

dikenakan untuk memeproleh pendapatau negarn. Tetapi yang jelas tujua.i1 uta.ina dari 

pengena,,111 tarif adalah jelas-jelas memberikan proteksi pada suatt1 industri dala.tn negri 

yang mcmpro<luksikiil1 lnu·ang y;u1g scrnpa ucugau banu1g impor yang tekeua tari( 

Sebetulnya kebijakan tarif sepe1ti yang lazim berlak"ll di Idonesia adalah bermrnl 

da.i·i ketetapa.t1 yang <libuat oleh suatu kvuvensi GA1T, yaitu persetujua.t1 umum teutang 

tarif clan perdagaugan (General Agneement on Tanfand Trade). Ia tercennin pada buku 

tarif bea masuk. Di IuJoenesia pada kurun waktu 1973 sarnpai seka.i·a.i1g telah menggu­

nakat1 tigamacamBuku TarifBea Masuk, yaitu bulrn Bmssells Tarif]Nomenclature (BIN) 
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padatalmn 1973, kemudi.an bukn CCCN (Custcm1s Cooperation Coyncil 1Vomencleature) 

edisi 1980 dan tcrakhir buku tcu·if CCCN yang telah disompumakan pada tahun 1985 

Qbrnhim 1985 : 30). 

Kcdua, kcbijaksanaan non tarif yang benuti kebijakan untuk mengatur culls bcu-;mg 

impor dengrm mekani ~me non tarifbernpa kuota~ lanmgan total untuk mengimpor jenis­

jcnis barang terlentu, subsidi/premi clan tata niaga dan lain-lain. 

Kunta adalah pt'mh::1tm.:an jumlah dimana mata dagangan tertentu yang diimpor 

<litclapkan kuota (jumlalmya) untuk suatu ncgcu-;1 pcngckspor. Sistcm ini diterapkan di 

Jndonesia dengm1 earn pemerinta11 membatasi jumlah impor suatau jenis mata dagangan 

yc:mg bolch dimasukkau tcu1pa mcmand;mg asal atau negcu·a Si:->tcm kuoia ini scwa'k1u­

wak1u dibatalkan apabi I a ternyala sup I ay dari industri dalam negri tidak dapat di andalkan 

lagi. Kebijakan inipunberh~uan memberikan protcksi kepada iudustri dalam negri, sebab 

bagaimanapnn juga pengarnh impor yang melebihi batas akan menyebabkan persaingan 

harga antara bara.ng impor denga.11 produksi dalam negri. 

Kadangkala proteksi d:Jpat bernpa laranga.11 total terhadap barang impor. Larangan 

total untuk tidak meugimpor barang-barang tertentu ini merupakan kebijaksanaan 

pemerintah untnk memhantu kelangsungan hidup industri dalam negri. Seandainya 

pemerintah mala.i-.mg impor mob ii, mal<a industri dala.tn ucgri yang memproduksikan atau 

mernkit mobil <lkan memperoleh protelrni. Dalam hal ini proteksi tersebut bersifht mutlak, 

ai1inya mob i 1 imp or sama sekal i ti<lak di pc1kena11kan mcnyaingi mob j l buatan dalam negri. 

Pasar dalam negri 100 °/ri dipenmtukkan b<Jgi ind11stri mobil dalam negri. Jadi barang­

ba.i·a.11g yang sudah dihasilkan di dalain negri maim dilarang mengimpor ba.i·ruig sejenis, 

jika ha.rang tersebut dijumpai masih beredardi pasar maka dapatdiidentifikar;;ikan sebagai 

ba.i·a.iig selundupaJl. 

Bentuk proteksi Iainnya Cldala11 subsidi atau premi. Subsidi bernrti pemberian bantmm 
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dalam bentuk uang modal atau bempamesin-mesin, peralatan, ski II kepada para produsen 

agar dapat meningkatkan basil produksinya, sedangkan premi adalah pemunbahan drum 

dalrun bentuk uang kepada para produsen yang berhasil mencapai target tertentu dalam 

produksinya Membcrikan subsidi pada produsen dalam negri adalah bennaksud ag<u· 

produsen dalmu negri bisa menjual barangnya lebih murah sehingga lebih bisa bersaing 

dengan ha.rang impor. Demikiru1juga dengrui adanya sistem proteksi bernpa subsidi/premi 

ini hasiJ industd ak:m meningkat sehingga kelringsungan hidup pemsahaan dapat tetjmnit1 

Sistem proteksi bempa subsidi/premi ini mernpakrui yang terbaik di ru1tara sistem 

proteksj lainnya, sebab : 

1. Subsi<li tersebut dibcrikan secarn terbuka secru·a sehingga mac;;yru·akat bisa menilai 

nmnfaat atau kemgianya bagi mereka. Dalam sistem proteksi lainnya, redistribusi 

(sebena.rnya tidak lain adalah "subsidi") kepada produsen atau importir bersifat 

tersembunyi atau terselubung di balik adanya harga yang lebih tinggi yang han1s 

dibayar oleh konsumen. Dal am hal ini masyarakt sebetulnya tidak sadar, bahwa satu 

golongan masyru·akat sebetulnya memberikan subsidi kepadagolongan lain, dan hal 

ini jelas tidak sehat. 

2. Subdsidi tersebut bisa dibiayai secara adil, yaitu seperti pemerintah mengenakru1 

pajak pendapatan/kekayacm yaug progresif dan ad it terhadap semua warga masyarakat 

dan menggunakan ha~iJ penerimaannya untuk memberi subsidi tersebut. Dalrun sistem 

proteksi lainnya bebru1 proteksi ( atau bebru1 subsidi) dikaitkan lru1gsung dengan 

konsumen lewat harga tinggi tanpa memeprhatikan apakah kommmen kaya atau mi skin. 

kaya-atau miskin. Jadi pcmbagiru1 bebru1 tersebut lebih tidak adil. 

Dan ada lagi bentuk proteksi yang banyak dilaksanakan di Indonesia, yaihJ berupa 

"TataNiagaln1por'' yang dikendalikrui. Kebijakru1 tataniaga impor ini adalah mernpakru1 

salah satu kebijakru1 perlindungan yru1g ditajukan untuk melindungi industri dalam negri. 
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Perlindungan ini dilaJ...·ukan dengan mengadakan pengaturan terhadap impot1ir dan atau 

bernpa penetapan atau pemutjukkau importir (terdaftar) clan da.pat pula melalui penetapan 

jenis mata dagangan yang boleh diimpor. 

Dengan pengaturan tata niaga impor ini pada hakikatnya impor masih bersifat bebas, 

kecuali untuk sekelompok produk-produk industri ter1entu pengimponumya hanya boleh 

dilakukan oleh imp0t1irterdailar yang diakui (Approved lrnporter), yakni satu atau sejumlah 

kecil pemsahaan yang diturtjuk. Biasanya pemsahaan utama yang ditunjuk mempakan 

· perusahaan negru·a Ccu·a iui sebetulnya efcknya sama dengan (;ru·a l{ota tctapi k-urang 

terbuka, di lihat dari segi penerimaan negara hal ini kurang bennanfaat karena keuntungan 

yang diperoleh dm·i pembatasan imp or tidak me1tj adi penerimaan negara atru1 mernpakan 

kerngian dari sektor bea ma~uk 

Sela.in bcntuk-bcntuk proteksi non tar.if yang telah disebutkan di alas, adajuga bentuk 

proteksi yang dapat digolongkan non tarif, yaoti kebijakan pembelian pemerintah 

(Goverment Procurement) dengan memprioritaskan produksi dalam negri yang pada 

hakikatnya mernpak:m kebijakan perlindungan disamping kebijak:m proteksi lainnya 

Dcngan kebijakan pembeli<m pemerintah diha.rapkan mampu mendorong penggunaan 

produksi dalrun negri yang berruti pulamendorong perluasan dunia usaha dan kesempatan 

ked a dal run masyru·akaL 

Dari beberapa bent11k pro1eksi di atas, k:llau diadakan rangking secara umum kita 

bisa mengatakru1 bah\'va subsidi adaJah cru·a proteksi yru1g terbaik, kalau ini sama sekali 

tidak mungkin tarif ad alah pilihan kedua, kalau ini pun tidak mungkin baru kita 

mcmpe1timbangkan k1iota impor dan kemudia pelar~1gan imp or serta bentuk-bentuk lainnya 
I L, I I • 

Kemudian dalam hal menentukan kadiu' tingkat proteksi yang akan diberikan kepada 

mata dagangru1 basil industri tetientu ditalmkan berdasru·kru1 kewenangru1 yang dibedakm1 

sebagai beriln1t : 
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1. Menteri Kemmgan, sepaitj ang mengenai penentuan proteksi melalui sarana tarif Tai·if 

di isni a<lalah tarifbea masuk (kebijakan tarif). 

2. Menteri Perdagangan, sepanjang yang menyangkut penentnan proteksi melalui sarana 

non tarif sepe1ti kota, larai1gai1 imp or atau tata niaga 

Namun yangjelas hams diperhatikai1 adalah bahwaMenteri Keuangai1 dai1 Menteri 

Perdagangcu1 dalam mcngambil keputusa.11 terlebih dalmlu hams mendeuga.11rkru1 pendapat 

Depa11emen-depmtemen teknis lainnya yang berfimgsi sebagai pemheri pertimbangan dan 

rekomendasi. 

C. Dasar Hukmn dan Tujuan Adanya Proteksi di Indonesia 

Te1wujudnya dan tcrlaks::u1auJaproteksi di Indonesia, baik itu proteksi melalui sarana 

tarif maupun non tarif dilakukan berdasarkan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang 

tennuat dalrun beberapa undang-undang dan surat keputusa.11 Menteri se1ta peraturan 

pemerinta11 Iainnya, yakni : 

1. Unda11g-undm1g tarif di Indonesia, Stbl 1873 No.35 sebagaimana telah diuba11 dan 

ditambah. 

2. Ordinatie Bea(Recht 01dinantie) Stbl 1931No.471 sebagaimanatela11 diubahdan 

clitambah. 

3. Peraturan Pemerintab Indonesia No.6 talmn 1969 tentang kewenaugan penetapa.11 bea 

masuk. 

4. Peraturan Pemerinta11 No.2 talmn 1973 tentang pemberlakuan buku tarif Brussels 

Tarif Nomen.clature (B1N). 

5. Buku tarif bea masuk talmn 1980. 

6. KepuhisanMenteri KeuaiiganRepubliklndonesiaNo.433/KMK.05/1978 clan No.410/ 

KMK.05/1979 tentang penurnmu1 Bea rnasuk PPn hnpor atas bahan balm dan bah<u1 
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penolong. 

7. Keputusan Menteri Keuangru1 Republik Indonesia No.434/KMK.05/1978 tentang 

fasilitas pembebasan clan Hak Pembebas:m Bea Masuk clan PPn Impor clan MPO 

Impor (Wapun )dari bahan balm dan bahan peno I ong se11a suku cadangyang digmakru1 

dalam pembnatan hasil industri yang diekspor. 

8. Keputusan Mentcri Keuangan Republik Indonesia No,185/KMK.05/1979 tcntang 

pernbahan tru·if advalorem menjadi tarif sprsifik atas beberapa jeq.is barru1g impor 

se11a beberapa SK penyempumaan. 

9. Surat Kepuh1san Menteri Keuangan N0.253/KMK.05/1985 tentang pembelak1.lrut 

buku tru·ifBea Masuk hldonesia tahun 1985. 

10. Surat Keput:usan Menteri Perdagangru1 No.334/Kp/X/1971 clan No.29/Kp/I/1982 

tcntru1g paket larangan impor (kuota). 

11. Surat Keputusan M enteri Perindustri an No. 51 7 /M/SK/ 11 /1980 tentang pe larangan 

industri besar atau sedru1g w1tuk membuka bidru1g usaha yang telah dicadangkan 

untuk kegiatan industri kecil atau kerajinan. 

Ada_euu il~juan dari kebijakan proteksi di Indonesia, baik itu melalui sarana tarif 

maupun non tarif adalah dalam rangka melindungi mata dagangru1 hasil industri dalam 

negri terhadap persaingru1 barang sejenisnya yaug diimpor sehingga dapat diupayakru1 

terciptanya iklim usaha yang lebih sehat bagi perkembangan industri adalam negri. 

D isamping i tu proteksi juga dimaksudkan untuk me lindwgi industri keci 1 dru·i cengke1 amru1 

sesanm industri dalanrnegri yang berskala besru·, sehingga barang-barang yang dihasilkrut 

oleh industri kecil tidak tersaingi oleh barang sejenis basil insustri berskala besar. 

Kendatipun demikian kebijakan proteksi tersebut hanya dapat dibenarkan bila 

tujurumya untuk membantu menanggulru1gi keadaan masa inefisiensi relatif dru·i suatu 

industri y:m barn didirikan dan menjelang dewasa, kemudian dikala tiba waktunya untuk 
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D. Pendapat Ahli Elmnomi lentang Pt·oteksi dalam Penlagangan 

Semangat perdagangru1 hebasyang dicanangkan para pemimpinekonomi anggota kerja 

sama ekonomi AsiaPasific (APEC) semakin optimis, sementara perekonomian Indonesia 
5.VQ <;"#' 

diguncang dengan berbagai mas al ah serius yang me I ibatkan spalc te1j ang sektor pada tahun 

1994 yang lalu, Terhadap kasus-kasus terse but mengingatkan kepadakita bahwa pemerintal1 

terkadangperlu melalrukru1 intervensi tertentu (proteksionisme) sedangkan padakasus Yfillg 

lain, yang clibutuhkan adalah upaya liberalisasi. Kapan diperlukan intervensi (proteksi) clan 

kapan pula barns liberalisasi itu? Berikut ini adalal1 bebernpa pendapat para ahli dengan 

argwnentasinya ri1asing-m.asing, baik mereka yang pro clengan proteksi maupun Yfill8 ticlak. 

Ada beberapa alasan mengapa proteksi cliberikan oleh suatu negara Dalam paradigma 

Merkentilisme, apabila suatu negara tidak mampu mempenga111hi sistem (perdagangan) 

intemasional, maka dalam keadaan yang demikian pemerintah perlu melakukan intervensi 

pasar demi melindungi ekonomi domestiknya dari dominasi asing. Seclangkan membiarkan 

pasar bebas berlaku sementara posisi sencliri lemah hanyalah akan menghancurkan cliri 

sendiri (Masoed 1994: 20). Dengan dernikian perdagangan bebas dapat dipandang sebagai 

ideologi dari negara yang telal1 lebih dulu menjadi kekuatan hegemonik dalam sistem 

internasional, syarat yang ha111s dimiliki adalah negara yang aktif clan kuat, bukan negara 

"Laissez fat re" clan menerapkan kebijkasanaan proteksionisme, bukan sistem terbuka 

Dalam konteks ini ada beberapa argumen yang cligunakan dalam mewujudkan 

kebijakan proteksionisme, yaitu : 

1. Infant Industry Arg,ument, yaitu melindungi inclustri clalam negri yang seclang tumbuh 

terhadap saingan industri luar negri yang sejenis yang lebih maju clan kuat. 

2. Pencipt~an dan pemerataan lapangan ke1ja. 

3. Pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat. 
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4. Mengurnngiketerganbmgan pada suplai dari luarnegri. 

5. Ketahanan Nasional (Ibrahim 1987 : 16). 

Selain itu terdapatjuga argumen lainnyayang padahakikatnyaberada di luar bidang 

ekonomi, tetapi mempakan pertimbangan politik, mi liter, sosial clan budaya Argumen itu 

adalah cita-cita membangun suatu perekonomian nasional yang tangguh dan mandiri, 

argumen perlindungan terhadap kegiatan tertentu yang mempunyai nilai sosial budaya 

yang ingin dilestarikan atm1 argumen tarif dalam rangka menunjang tujuan politik luar 

negri tertentu (Boediono 1983 : 178). Dalam hal yang demikian ini para ahli ekonomi 

tidak mempunyai kompetensi untuk menentukan benar atmi tidaknya, tetapi mereka bisa 

memberikan "pendapat ahlinya" dalam hal pemilihan cara untuk mencapainya, misalkan 

mereka bisa mengajukan saran bahwa sistem subsidi adalah labih baik daripada sistem 

tarif 

Pw1 demikian argumen lainnyadisebutkan olehM.L. Jhingan. (1993 : 579-588), bahwa 

setidalmyaada 7 argumen y~:mgmendukung kebijakan proteksi, dian.taranya adalah argumen 

investasi asing, argumen terms oftrade clan argwnen industri muda Dari semua argwnen 

yang tersebut di atas, yang paling tepat clan relavan tentunya tergantung pada kondisi 

masyarakat, bangs a clan negara yang bersangkutan. Yangj el as argumen industri muda usia 

adalah salah satu argwnen yang paling terkenal clan dipandang wajar. 

Dalrun kerangka pikir tersebut, perlindungan yang diberikan pada industri nuda yang 

sedang berkembang clan ia memiliki harnpan akan twnbu11 bila diberi kesempatan yang 

cukup ·seharnsnya besi:fot sementara saja, sehingga pada s~ tertentu perlindw1gru:mya 

bisa dihapuskan. sebab bilaperli1idungan itu tidak dicabut maka proteksi tersebut cenderw1g 

berakibat melrunbatkan timbulnya inisiatif clan daya w1tuk maju suatu industri. 

Namun persoalan yang timbul kemudian adalah industri mrurnkah yang sebaiknya 

dilindw1gi dan sampai sebenqJajm1hkah perlindungan itu diberikan, sebab dalrun praktek-

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



48 

nya sulit untuk mengetalmi dengan yakin sektor industri mana yang merupakan sektor industri 

muda Kesalahan dalam pemilihan indusb"i bisa berakibat kerugian sosial yang besar di 

kemudian hari. Industri muda yruig temyatatidak pemah me1~jadi dewasa, dalam ruii selalu 

memerlukan proteksi justru menimbulkru1 beban bagi masyru·akat pada waktu-waktu 

selanjutnya 

Oleh sebab itu, hal penting yru1g hruus mettjadi pertimbangan clalam merhberikan 

proteksi adalal1 biaya sosial yang ditimbulkan oleh adru1ya proteksi hruus lebih kecil 

daripadamanfaat sosial yang akan diti.mbulkan oleh indusb"i tersebut apabilatelal1 dewasa 

Apabilammnaatsosial yang diperoleh dikemudianhru·i ini temyatatidaksebanding dengru1 

biaya sosial yang hruus ditru1ggung masyarakat selama "membesarkan" indusb"i tersebut, 

maka clru·i segi ekonomis pemberian proteksi pada sektor tersebut justru merugikan 

masyru·akat, dru1 hal ini ticlak boleh tetjadi. 

Kemudian bagaimrum persoalan proteksi ini dengan kenyataan negru·a Indonesia yang 

telal1 meratifikasi GAIT (WTO) dengan keterlibatrumya dalam forum APEC-yang bermii 

dengan konsekwensinya hru·us merealisasikru1 liberalisasi perdagruigan yang telal1 

clijadwalkan clan telah rnenjadi kesepakatan bersama?. ~ 

Memang penyelenggaraan perdagangan antar bangsa clalam kerangka GATT 

dimaksudkan untuk menciptakan clan mempertahankan serta meningkatkan sistem 

perdagangan dunia yang beba'> clan terbuka Segala bentuk proteksi diusahakan untuk 

cliturunkru1 clan akhimyahilang. H.al ini dilaksanakan dengannegosisasi multilateral dalam 

berbagai putm·an penmdingan yang semula pada dasrunya terpusatpada upeyamenurunkan 

tarifbea masul< bru·ang-banmg indusrti basil pengolahan. Dengru1 berbagai putaran yang 

tel ah cliselenggarakan, tarifbea masuk rata-rata di negara industri yang pada tal1un 40-an 

masih sekitar 40 %, dewasa ini hanya sekitar 5 %. Ini bagus memang, akan tetapi temyata 

negara inclustri kemudian melakukan proteksi terhadap industri dalam negrinya dengru1 
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menggunakan berbagai cam, terntama dikena1 dengan rintangan non tarif. Rintangan non 

tarif dalam perdagangan dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti ketentuan mengenai 

persyaratan kesehatan, pengaturan tata niaga dengan membatasi impotiir, aturan yang 

berbelit, pembatasru1 impor secara kuru1titatif (mela1ui penetapan kuota) clan berbagai 

cara lainnya (Djiwandono 1992 : 187). Dengan logika satir, dapat kita katakan bahwa 

meskipun kebanyakan negara lebih menyuk~ perdagangan bebas, yakni perdagangan 

intemasiona1 tanpa batasm1, mereka tetap mengadakan pembatasan itu baik secara multi­

lateral maupun bilateral Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan industri domestik dari 

persaingan di pasaran dalrun negri (Jones 1993 : 2/241) 

Dari sini tampak bahwa negara m~ju tetap menggunakan standar ganda da1am 

petiimbangan politiknya, yaitu " libera1isasi" ka1au sesuai dengan kepentingan mereka 

dan proteksionisme juga kalau sesuai dengan kepentingru1 mereka (Martin Khor Kok 

P1mg 1993 : 34). Dengan diundangkrumya Undang-Undang Pedagangru1 Amerika Serikat 

"Omnibus Trade and Competitiveness Act" tahun 1988 me.tliadi bukti bahwa negara 

m~ju seringjugamelakukan tindakan yangktu-m1g sejalan dengan idealisme APEC, karena 

dalan1 w1dang-unda11g tersebut memberi kewenangru1 Amerika untuk melakukat1 tindakru1 

balasru1 secru·amudahkepadanegam yang dianggap melakukan praktek perdagangan yang 

tidak sesuai dengmmya, hal ini berarti Amerika dapat sesukanya dalammenetapkan tindakan 

balasatmya, wa1aupun demiki:mketenluat1 ini banyak diprotes oleh banyak negara terutruna 

anggota APEC lainnya karena bextentangan dengan ketenturui yru1g diatur dalam GAIT. 

ItulaJ1 mengapaAli Sadikin mengkhawatirkanjika diterapkan liberalisasi pasar akan 

berbenturm1 dengan semangat pasal 33 UUD 1945, karena dildmwatirkan mun-culnya 

Free Fight Liberelism (libera.lisasi persaingan bebas) dan kapitalisme (Jawa Pos 30 

Nop ember 1994), dan kekhawatirnn ini cukup beraJasan karena temyata tekanan negara­

negaranmju, khususuya Arnerika Serikat, AtL<>traliadan SelandiaBam ct:JnranggotaAPEC 
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(Sumodisastro 1985 : 100). 

Namun tidak demikian haJnya dengan pendapat yang kontra dengru1 proteksi sepe1ti 

· pendapat Gavin Kennedy (1993: 243), bahwa keterlambatan 1mtuk meninggalkan proteksi 

di semua negara telah menyebabkan upaya 1mtuk melembagakan kembali proteksi yang 

jauh lebih keras untuk menanggulangi mas al ah yang ditimbulkan oleh resesi dunia dewasa 

ini. Dm1 banmgkaJi di sini yang perlu dibahas secru·a intern adaJah pembuatari agenda 

pengurnngan proteksi terhadap industri di Indonesia (Surabaya Pos 1 Nopember 1994), 

dan kemudian setelah agenda aksi isi juklak perdagangan bebas tahun 2020 dengan negru·a 

1m~ju (APEC) dan tahun 2003 dengan negara dikawasru1 Asia Tenggara (AFTA) telah 

dibahas maka pemerintah segeramengumumkru1 paket deregulasi nasional, dru1 sekaligus 

langkah awal untuk menghapuskru1 proteksionisme (Jaw a Pos 19 Nopember 1995), negru·a 

yang tennasuk anggota APEC adalah Australia, Selandia Bru11, Indonesia, Malaysia, 

Singapura, Brunai, 111ailm1d, Philipina, Jepang, Amerika Serikat, Korsel, Hongkong, 

111aiwan, Papua Nugini, Mexico, Chili, dan Canada Sedangkan anggota AFTA (Asean 

Free Trade Agreement)yaitu Indonesia, Malaysia, 111ailand, Singapura, Philipina, Bnmei 

Dipandang sec~U"a global, perdagangan bebas tnk bisa digugat lagi, perdagangan 

intema<>ional dibiarkan mencarijalannya sendiri hinggadapat dicapai kemtungan maksimal 

sebab hal iui mernpakan a.sm: umurn yang berlaku bilamana tak terdapat adanya faktor­

faktor ldmsus, dru1 hruus dis~u:lari bahwa persoalan politik perdagangru1 pertama-tama 

hams dipru1dru1g dru·i sudut nasional dru1 kemudian bamlah dari sudut mondial (Winardi 

1976 : 92), dan pemerinl:a11 dalrun hal ini memiliki tugas pokok, yaitu memelihara 

trruisparansi clan akuntabilitas mekrulisme pasar sertakesehatw persaingan pasar. Menurut 

bahasa UUD 1945 pengatw·an lrnnsparansi mekm1isme sertapengendaJian persaingru1 pasar 

dilakukan pemerintah agm· megnacu pada pe0f;ingkatm1 efesiensi untuk mencapai sebesar­

besamya kemakmuran rnkyat secara adil clan meraia (Nasution 1994 : 64). 
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Upayamenciptakm1 liberalisasi perdagangmI di kawasan AsiaPasifik adalah tujuan 

yang ingin dicapai oleh APEC, oleh km·ena ilu APEC akan memantau GAIT ym1g tidak 

menyepakati untuk menghapus proteksionisme (':\1arta Ekonomi 14 Nopember 1994 : 

17), clan apapun kontroversi clan dilema di seputar AI)EC clan proses liberalisasi 

perdagangan Indonesia tak bisa menghindm· dan menutup mata lagi, clan clalmn situasi 

ym1g demikian ym1g penting adalah mengatur di mmia kita hm11s menempatkan diri. Jika 

Indonesia tak ik'llt dalmn liberalisasi perdagm1gm1 APEC, keadammya akan lebih buruk 

lagi, kita akan terisolir dari arns besar globalisasi dm1 makin terkucil clari arus ekonomi 

m1tar bm1gsa (Kwik l(ian Gie dalam Warta Ekonomi 14 Nopember 1994 : 18). 

Sehubungan dengnn itu Abu Rizal Bakri pun menyetujui bahwa tercapainya perdagangan 

bebas akm1 lebih banyak menguntungkan Indonesia, clan kalau ada hmnbatan tarif yang 

dikurnngi maim hmnbatan non tarif seperti kuota dan aturan-at:urm1 yang pada hekekatnya 

menghilm1gkru1 kebebasm1 juga harns dihilangkilll, dernikiilll kata Wisher Luois (dalam 

\Vm1a Ekonomi 14 Nopember 1994 : 19). 

Menumt l\frnteri Luar Negri IU, Ali Alatas, secara umum ketjasruiia APEC . 

didasarkru1 pada tiga pilru· utmna, diillltaranya adalah menciptakm1 perdagangan bebas 

dm1 ams investasi yang lancar di Asia Pasifik, sehubungan dengan itu para illlggota APEC 

dari negara berkembang tennasuk Indonesiamemandang penting realisasi kejasama yang 

dapat membm1tu mempercepat pertumbuhan ekonomi masing-masing negara berkembang 

yang dalmn hal ini diwujudkan dengan melibera/isasikan perdagilllgan (AliAlatas dalam 

Kedaulatan Rakyat 8 Nopembcr 1994). 

Diunggulkannya perdagru1gan bebas menurut Vincent Didiek Arym1to (dalam Suarn 

Pembahamau 29 Juli 1996) didasarkan padakonsep filosofi pembilllgunan dalmn GAIT 

yang tertuang dalilll1 "The World Resurgence" No.41tahun1996. Diantarafilosofi tersebut 

adalah: 
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1. GATf (sekarang WTO) mempunyai konsep bahwa pemerintal1 harus mengurangi 

campurtangannya dalmn menetapkan regulasi kompetisi perdagangan luar negrinya dan 

keberadaan perusahaan multi nasional dalam negri . 

2. Kebijakar1 ekonomi intemasional hams dapat menciptakan adanya perdagangan bebas. 

3. Negara berkembang harns se lalu didorong untuk meliberalisasikan perekonomiarmya 

mengingat manfaat ym1g akan mereka dapat nantinya 

Senada dengan itu adalal1 apa yang dikatakan Soeharto Presiden RI., bahwa 

perdagangan bebas mernpakan jalan untuk ke majuan ekonomi karena diJ.mrangi atau 

dibilangkannya hambatan tarif dan non tarif: dan kalaupun j ika kita mau j~jur, maka kita 

sebenarnyajuga berharnp-harap cemas dengan pemberlakuan sistem perdagangan dalam 

GAIT, karena dengan memasuki sistem perdagangan barn itu bukan hanya pasar negara 

lain saj a yang lebih terbuka bagi ekspor kita, tetapi pasar kita pun akan lebih terbuka bagi 

produk-produk dw1ia, padahaJ kita tahu bahwa tak semua produk Indonesia memiliki 

keunggulan komparatif dan kompetitif di pasar dunia (Surabaya Pos 7 Oktober 1994). 

Akru1 tetapi bagaimana pun juga pemerintah tetap menjamin tidak akan ada perubahan 

nasional dalam perekonomian nas ional . Indonesia tetap komit terhadap liberalisasi 

perdagru1gan, investasi kelenturu1 \.\!TO dru1 tetap menghormati kesepakatan APEC dengan 

konsekwensinyaberbagai proteksi dru1 monopoli di dalam negri yang masihbru1yak terjadi 

harus dikikis habis (Surabaya Pos 13 Desember 1994), ak.an tetapi perlindw1gar1 pada 

infant industri masih terbuka bag.i negara berkembru1g srunpai tahun 2000, dar1 yangjelas 

setiap langkah proteksi akru1 selalu terru1crun mendapat balasan dwi mitra dagangnya 

Demikiru1 ka1a Menteri Perindustrian dru1 Perdagangan (Surabaya Pos 17 Mru·et 1996). 

Menurut Danilo Arao, campmt ru1gan pem.erintah dalrun bentuk apapw1 akan merusak 

iklim kelerbukaan pasar, sebab bila pasar antar negara telah terbuka maka mereka dapat 

saling rnengekspor tanpa hmnbatmi ·mpor yang bert~juan untuk melindungi industri dalam 
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negn, sehingga industri domestik masing-masing negara akan tennotivasi untuk 

berkompetisi dengan industri luar negri clan terdorong untuk mandiri tanpa tergantung 

pada perlindungan (Sum·a Pembaharuan 29 Juli 1996). 

Dengan te1jun ke perdagangan bebas berarti sebuah negara hams siap menerima 

banjir barang impor, dan Indonesia tak perlu khawatir lagi dengan perdagangan yang 

lebih bebas dengan negara lain, artinya Indonesia akan membuka kalau negara lain juga 

membuka untuk Indonesia (Gatrn 19 Nopember 1994 : 32), clan menumt Saleh Afifln­

donesia sudah mulai mempersiapkan persaingan itu sej ak tahun 1980, dan untuk mengatasi 

serbuan barang-barang impor dari produksi negara maju atau negara berkembang yang 

nmtunya tidak terlalu berbeda dengan produksi domestik tapi dengan harga lebih murah 

maka dipandang perlu adanya perlakuan tertentu sesuai dengan j enis produk dan kasusnya. 

Memang telah terdapat satu pemikiran yang bulat di masyarakat bahwa pro~si 

akan "mneyengsarakan" (harus dibaca dalam tanda petik) dan hal ini harus dihindari, 

sehingga maklumlah mengapa Menteri Mar'ie Muhammad menolak keras pemberian 

proteksi bagi produksi CHANDRA ASRI sekalipun di pihak lain Meninvest Sanyoto 

Sastrowardoyo justm memberi dukungan penuh atas pennintaan proteksi tersebutdan 

sebagaimana yang diutarakan oleh Menteri Perindustrian Tunki Ariwibowo bahwa 

pernoalan a1andraA.sri ini memang tak bisadisederhanakan begitu saja, iatak bisadijawab 

hanya dengan ya at.au tidak. 11.mki mengakui sikap pemerintah clan Tim Deregulasi selama 

ini memmig sudahjelas "semua indusb·i baruhams tunduk padaBuku Tarifyang berlaku ... . " 

(Prospek 24 Desember 1994 : 21). 

Adalah PT. Chm1dra Asri pabrik petrokimia terbesm· di Asia Tenggm·a ym1g meminta 

dulnmgan proteksi padapemerintah di saat semangat perdagangan bebas ym1g dicanangkan 

para pemimpin ekonomi APEC sedm1g terlinta.s jelai;; di pandm1gan kita dm1 w~jm·lah 

kalau kemudian ter:.jadi silangpendapat, tetapi sebagian besm· orang denganalasan berbeda-
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beda tampak keberatm1 dengm1 pennintaan proteksi yang disampaikan oleh Chm1draAsri 

(Gatra 24Desember1994: 19-20). Dantemymatanpaproteksi punChandraAsri mampu 

berproduksi, karena sekali pun pemerintah tidal< memberi proteksi, ia selalu mendorong 

prnduksi hilir supayamenggunalrnn bahan baku dari industri lokal (dalam negri) (Gatn1 

23 September 1995 : 78). 

Dari sini bisa dimengerti bal1wa untuk membebaskan proteksi secara menyeluruh 

dibutuhkan waktu yang cukup dm1 ym1g jelas semua pihak mesti menyamakan persepsi 

bahwa pemberian proteksi pada pihak-pihak tetientu dalam jangka panjru1g tak 

menguntungkan lagi (Surabaya Pos 1 Pebmrui 1995). Disan1ping itu kita harus tetap 

waspada pada politik Amerika Serikat yang seri bembah seperti Free Trade (perdagangan 

bebas) sering dipoles dengan Fair Trade (perdagm1gm1yang adil) gunamelindungi industri 

dalam hegri mereka (Snrabay Pos 30 Nopember 1994), sebab perlindungan semacmn 

ini akan melemahkan posisi negaraberkembang karenamerekamenghalangi imp or banrang 

dari negara ym1g sedang berkembang (Sm·oso 1994 : 64). Dal am keadaan yang demikian, 

kitaakan tetap mengakui bam'\la ym1gsalal1 adalal1 kenyataan pelaksmmnnya, bukan sasaran 

untuk -membebaskan lalu lintas barang, jasa clan gagasaunya yang salal1. Betapa tidak, 

siapa pun tidal< bisa menentang hliuan baik dari perdagangan bebas. Demikian pendapat 

Mark Sonuner (Nerarn Ekonomi 10 Juni 1996). 

E. Dampak Pl'oteksi dalam Perdagangan di Indonesia 

Kebijakan proteksi di Indonesia pada hakikatuya disarnping merupakan kebijakan 

peningkatan daya saing mata dagangat1:non ~nigas di pasru·ru1 intemasional, juga sebagai 
.! i I ~ ' I i : ' 

kebijakan pengembangan industridal~n negri. Sarana yang digunakat1 dalam pelaksanaan 
I : :'.: c ::h1;'.' V:i ~ i ~ ··., :; ·( 

kebijakat1 tersebut lazim dilakukm11liefatJi pertetapan tarifbeamasuk dan upayanon tarif 

dengan sasm·anjanglm panjm1g adalah w1tukmencapai optimalisasi kapasitas. 
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Untuk menhitung sampai seberapajauh tinglrnt efisiensi clan efektifitns (kemrtungruydari 

barnng ymig diproteksi d~4)at didasruirnn pada dua konsep pemikiran yaitu : 

a Konsep Tingkat Proteksi Efoktif (TPE) 

Dengru1 rnmus tiugkat proteksi efoktif dapat dinyatakru1 sebagai berikut : 

Vn- Vo 
TPE = ---- x 1 0 0% 

Vb 

Dimana 1PE = Tingkat Prot:eksi Efektif 

Vn =Value Added (Nilai Tmnbah) pada tingkat proteksi Nominal N % 

Vo = Value Added (Nilai Tambah) pada tingkat proteksi 0% 

Misalkan suatu barang X di imp or t.anpaproteksi : 

- Harga ha.rang X C clan F = US $ I 00 

- TarifBea tMmmk = 0% 

Nilai (Harga) X = US$ 100 (per/unit) 

Seandainya banmg tersebutdibuat didalam negeti denganmenggunakan bahan baku 

seni lai US $ 60 per/unit clan hargajual konstan makanilai tambah ymig diperoleh adalah 

US $ 40 per/unit. 

b. Konsep BiayaSumber DayaDomestik (BSD) 

Dengan perhitungan BSD dapat diketahui berbagai kemungkinan : 

-Apabilakegiatru1 produksi BSD nyakecil berruii kegiatan tersebut berlan~ung tanpa 

adanya proteksi CIPE Negatif). 

- Apabila kegiatru1 produksi BSD nya tinggi berarti kegiatan tersebut hanyadapat 

berlangsung dengan adanya pemberian proteksi (TPE Posit.if). 
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Dari segi kfbijakan pengembangan, program proteksi telah turut ment11tjang 

pertumbuhan cabang··cabang industri dalan1 arti lu;rn. Selain itu implikasinya dapat 

menimbulkan dampak pada segi pengalokasian sumber daya berupa modal, tenaga ke1ja, 

bahan bak11 dan sebaginya.menimbulkan dampak pada segi pengaloka">ian sumber daya 

bernpa modal, tenaga ke1ja, balrn.11 bairn clan sebaginya. 

Y<mg jela'> proteksi terhadap suatu barang dari suatu industri tertentu tidak J1anya 

melindungi perusahaan yang memproduksi barang terse but di dal am negri, ia juga 

melindungi pendapatan para peketja dan masukan Iainnya yang dihifung dalam 

"pertambalrnn ni!ai" industri ternebut. Jadi proteksi terhadap sepeda dapat membantu 

melindungi perusahaan yang memproduksi barang tersebut di dalam negri, ia juga 

melindungi pendapatan para pekerja dan masukan lainnya yang dihitung dalam 

"pert<unbahan nilai" industri tersebut. jadi proteksi terhadap sepeda dapat membantu 

pernsahaa11 sepeda juga parn peketja pabrik sepeda d<u1 pernsahmu1-pernsahaan ycu1g 

menjuai lempe11ga11 hesi baja, ban dan mmmkan lainnya hagi industri sepeda_ Demikian 

juga proteksi me111pakat1 penerirnaan yang pasti bagi pemerintah, karena peuerimaan ih1 

dikumpulkan oleh pemerilllah, dan hahkan iadapat menja.di pengganti heherapjenis pajak 

(Limle1t 1990 : 135-136). 

Dengan me111perha1ikan pelaksanaa11 lrnhijakan proteksi sampai saa1 ini dapat diketalmi 

Lahwa Lerbagai dampak yang timbul adalah : 

a Sehagim1 hesar ind1rntri dalam negri lei ah iumhuh di atas landas:m hiaya tinggi (high 

cusl.) ka.renakapasitas optimal dari sebagian cabang industri belum tercapai, akibatnya 

pengarnh proteks i terhatiap day a sai ng s ifatnya ten1porer, seh i ngga pemheri an proteks i . 
yang sudal1 ada akan disusul okb tunh1tru1 proteksi yang lain. 

h. Lahirnya strnktm prncluksi yang herat sebei<J1 pada "jhwl stage pmcess" temtama di 

bidang industri pcngganti barrn1g impo1t. 
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c. Perkembangan yang te1jadi di sektor-sektor produksi barang konsumsi yang pada 

dasarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negri telah menimbulkan 

ketimpangan dalruu alokasi sun1ber-sumber. Dalrun hal ini sektor hasil industri untuk 

ekspor belum terru1gsang. berbagai mata dagru1gan hasil industri untuk ekspor dalam 

siklusnya mempunyai strnktur biaya produksi yang masih sangat dipengaruhi oleh 

besamya kandungan impor sehingga barru1g-bru·ang terse but kurang mampu menghada­

pi persaingan di pasarnn luar negri (Ibrahim 1987 : 110). 

Sementara itu Ronnie H. Rusli (Usahawan Edisi No.02 Februari 1995 : 18) 

_.{' mengatakan bahwa proteksi sebenamya tidak efisien untuk bisa menahan produk impor 

karena berbagai earn masih dapat diupayakan seperti dalam bentuk discount atau bahkan 

penyelundupan sekalipun. Dalam era pasca GAIT produk-produk sejenis sepe11i yang 

diliasilkru1 oleh PT. Chandra A&ri hru1.1S bisa bersaing dengan produk sejenis yru1g dihasilkan 

oleh p·erusahaan lain yru1g mempu-nyai jangkauan pasar sangat luas. 

Dalan1 teori ekonomi, proteksi yang diberikan pada industri bayi {infant industry) 

adalah sah-sah s~ja, namunjika diberikru1 secara berlebihan maka akan merngikan pihak 

konsumen, sebab konsun1en terpaksa membeli barang-bru·ang behru·ga lebih mahal dengru1 

kualitas yang lebihjelek dan bahkanjumlahnyapun terbatas (Prascntianono 1995: 356). 

Apapun bentuk proteksi yang diberikan, kecil atau besar akan tetap menurnnkan daya 

saing industri hulu, an~ara maupun indsutri hilir di pasar intemasional yang tentunya 

akhirnya akan berdampak pada ekonomi biaya tinggi clan mengurangi pendapatan devisa 

negara, clan dalan1 perhitungan ini tidak dipersoalkan siapa pengusaha yang terkait. Jadi 

di sini jelas bahwa proteksi selalu berdrunpak pada inefficiency, karena menyebabkan 

ketergantungan yang sangat besar pada pasar dalarn negri (Ronnie H. Ruslie dalam 

usahawanNo.02 Febmari 1995 :180) 
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